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PERATURAN 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 02 TAHUN 2018 

TENTANG 

TUNJANGAN HARI TUA PENASIHAT DAN PEGAWAI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,  

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong efektivitas dan keberlanjutan 

pemberantasan korupsi maka Komisi Pemberantasan 

Korupsi dituntut untuk bekerja secara profesional, penuh 

integritas, dan berdedikasi tinggi;  

  b. bahwa sebagai bentuk penghargaan atas integritas, 

profesionalisme, dan dedikasi penasihat dan pegawai komisi 

dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi 

perlu dilakukan penyesuaian besaran Tunjangan Hari Tua 

sebagai jaminan kesejahteraan bagi penasihat dan pegawai 

yang telah memasuki masa purna bhakti;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b maka Peraturan Komisi Nomor 

05 P.KPK Tahun 2005 tentang Tunjangan Hari Tua Bagi 

Pegawai Komisi dan Anggota Tim Penasihat Komisi 

Pemberantasan Korupsi tidak memadai lagi sehingga perlu 

diganti dengan aturan baru yang sesuai dengan dinamika 

dan perkembangan dalam dunia kerja; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu 
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menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 

tentang Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai;  

 

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5256); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang 

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi 

Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 

Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya 

Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5714);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5715);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5716);  

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 

2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 253); 

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK 

Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi 

Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 P.KPK 

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Nomor 06 P.KPK Tahun 2006;  

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG 

TUNJANGAN HARI TUA PENASIHAT DAN PEGAWAI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang 

dimaksud dengan: 

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut 

Komisi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-

Undang. 

2. Pimpinan adalah Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-

Undang. 

3. Tim Penasihat adalah Tim yang terdiri dari Penasihat KPK 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Menjadi Undang-Undang. 

4. Pegawai adalah Warga Negara Indonesia yang karena 

kompetensinya diangkat sebagai pegawai KPK sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen 

Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 

tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 
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5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan 

sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidup yang layak sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah Badan Hukum 

yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan 

Sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. 

7. Tunjangan Hari Tua adalah dana tunai yang diberikan oleh 

KPK kepada Penasihat dan Pegawai sebagai jaminan 

kesejahteraan pada saat berakhirnya masa tugas (purna 

tugas) Penasihat dan Pegawai, serta segala manfaat atau 

fasilitas lain yang menjadi bagian dari benefit kepesertaan 

program Tunjangan Hari Tua yang besarannya ditetapkan 

oleh KPK dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga 

yang ditunjuk oleh Penasihat dan Pegawai.  

8. Peserta adalah Penasihat dan Pegawai yang didaftarkan 

sebagai peserta program Tunjangan Hari Tua. 

9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara rutin dan teratur 

oleh Komisi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan program 

Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai.  

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan KPK ini adalah: 

a. memberikan jaminan perlindungan bagi Penasihat dan 

Pegawai agar tetap dapat memenuhi standar hidup yang layak 

dan baik setelah tidak lagi bekerja di KPK; 

b. memberikan jaminan hari tua bagi Penasihat dan Pegawai 

ketika memasuki batas usia pensiun; 

c. sebagai penghargaan atas profesionalitas, jasa dan 

pengabdian Penasihat dan Pegawai selama melaksanakan 

tugas pemberantasan korupsi di KPK; 
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